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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai
Advokat. Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28F UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU MA dan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon merasa
dirugikan karena upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara pidana masih dibatasi
hanya 1 (satu) kali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah
mengenai pengujian in casu UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945,
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon bahwa Pemohon merasa
dirugikan karena upaya hukum Peninjauan kembali terhadap perkara pidana masih dibatasi
hanya 1 (satu) kali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Padahal ketentuan Pasal 268 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang



menyatakan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan
satu kali saja”, sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014. Berdasarkan dalil
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak
konstitusional tersebut prima facie dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU
MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan Pasal 54 UU MK oleh karena permasalahan hukum dan permohonan
tersebut telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk
meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah
memutus permohonan dengan tanpa mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan terkait dengan
permohonan Pemohon terhadap konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA, Mahkamah
telah memutus perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 pada tanggal 7 Desember 2015 tentang
pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA. Dengan demikian, pertimbangan
hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 66/PUU-XII1/2015 tersebut mutatis mutandis
berlaku terhadap permohonan sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 66
ayat (1) UU MA. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk
menguji konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan permohonan Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah memutus perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 pada
tanggal 6 Maret 2014 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP
dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan

upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamabh,

upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa.

Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa

kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya

hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan
melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian,
ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping
terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan
formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu
putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa
bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat
dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum
luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja
setelah digjukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial
baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian
mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah

Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang

menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil

atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran
dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal

263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dilakukan

atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. ....dst”;



Karakter kebenaran mengenai peristiwva yang menjadi dasar dalam putusan
perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-
bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat
lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan.
Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan
batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh
keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk
membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan
dimaksud,;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum,
KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan hegara,
terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat
fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam
mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP
haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan
hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk
diadakan pembatasan, hamun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian,
karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih
mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum;

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum
acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas
keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan
tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum
terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268
ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu
putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan
tersebut”.

[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’,
menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali
karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia
yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi
pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet
yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait
dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas
tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan
peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru
(novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung
tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan
[vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara
hukum;

Berdasarkan pertimbangan itu, menurut Mahkamah oleh karena materi permohonan
Pemohon terkait persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan
Pemohon pada perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dan perkara Nomor 66/PUU-XI11/2015
sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah, sehingga putusan Mahkamah tersebut mutatis
mutandis berlaku pula terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU
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Kekuasaan Kehakiman dalam perkara tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah,
permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterima.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



